BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.161, 2020 KEMENHUB. Penyelenggaraan. Kewajiban
Pelayanan Publik. Angkutan Barang. Jalan.
Daerah. Pedoman Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH
TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan
ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah

Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,
Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN
DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR,
DAN PERBATASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang adalah pelaksanaan angkutan barang
di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar,
dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan dan menjaga
keselamatan serta keamanan transportasi.

Trayek Lintasan yang selanjutnya disebut Lintas adalah

lintasan atau rute angkutan barang yang ditetapkan
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11.

12.
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dalam rangka melayani kewajiban pelayanan publik
Angkutan Barang.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Angkutan Barang Perintis adalah Angkutan Barang
dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang
menghubungkan wilayah yang tertinggal, terpencil,
terluar, dan perbatasan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk Angkutan Barang dan/atau orang
dengan dipungut bayaran.

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang
sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa Angkutan Barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum.

Surat Muatan Barang adalah surat yang menerangkan
pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang,
dimensi barang, tarif, data awak kendaraan, serta tujuan
pengirim.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan Angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB II
PELAYANAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk

Angkutan Barang dilayani dengan Angkutan Barang

Perintis.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk

Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. aspek sosial ekonomi terkait aksebilitas
antarwilayah yang sudah terbangun di wilayah
Indonesia;

b. kawasan yang belum berkembang dan tidak
terdapat pelayanan Angkutan Barang;

c. mendorong pertumbuhan ekonomi;

d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu
dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif
yang berlaku; dan/atau

e. melayani perpindahan barang dari dan ke Angkutan
laut perintis, Angkutan penyeberangan perintis,
Angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi

logistik.

Pasal 3

Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) diberlakukan pada jenis:

a. barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat
daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari

daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut,

darat, dan/atau udara.
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Ketentuan mengenai jenis barang lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan dengan memperhatikan masukan dari

Menteri dan pemerintah daerah.

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:

a.
b.

C.

(1)

(2)

belum tersedia aksesibilitas yang terjangkau;

sifat pelayanan tidak boleh terhenti;

operasional disesuaikan dengan permintaan pengiriman
barang; dan

belum cukup tersedia angkutan barang.

Pasal 5

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang berupa mobil bak
muatan terbuka atau mobil bak muatan tertutup;

b. mencantumkan tulisan Angkutan Barang Perintis
dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan
sisi kiri dan sisi kanan badan kendaraan;

c. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang
dibuktikan dengan bukti lulus uji;

d. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;

e. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang
ditempatkan pada sisi kiri, sisi kanan, dan sisi
belakang badan kendaraan; dan

f.  memenuhi standar pelayanan minimal angkutan
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bentuk tulisan, wukuran, dan identitas kendaraan

Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat sesuai contoh 1 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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